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TEKIANG 
. RINCANA DETAIL TATA RUANG KAHASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN 

PANTAI TAMPERAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013) 

, DElJGAtJ RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 
'i' BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

Menimbang : a. bahwa kawasan pantai Tarrtperan dan Teleng Ria merupakan kawasan 
Pantai Kota Pacitan yang potensial dengan obyek Wisata .'alarai 
(panorama l a i t , buklt dan hutan) yang perkembangan keglatarinya 
mulai menunjukkan peningkatan cukup pesat dan uritiik mengantlsl-
pasi terhadap perkembangan tersebit t perlu adanya pedoman penata^ 

^ - . an ruang yang dirnamis" gvma mengakcxnodasikan perkembangan keglat- c 
an kepariwisataan dan perekoncndan ; 

b. bahwa pedanan dimaksiid perlu dltuangkan dalam Peraturan Daerah 
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik 
Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria sebagal salah satu 
strategl penganbangan kota dan kawasan wisata Fantal dalam kurun 
waktu 20 (dua puluh) tahun. > 

Mengirigat : 1. Ibdang-vndang Nomor 5 tahun 1974 tentang-Pokok-pokokPeraerintahan 
d l Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Perabentukan Daerah-
' daerah Kabupaten dalara Lingkungan Propinsl Jawa Timur ; 

3. lAidang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -
pokok Agrarla ; * ^ 

' 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ; 

5. Ibdang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ; 

6." Ihdang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang . Ketentuan - ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup % 

7. Peraturan "Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang KoordinasiKegiat-
• • ;an Instansl vertlkal d l Daerah ; " 



8. Keputusan Presiden Eepublik Indonesia Nanor 32 tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan LLndung ; 

9. Peraturan Ifenteri Dalara Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk 
Peraturan Daerah ; .• • 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nanor 9 tahun • 1982 tentang Pedanan 
Penyusunan Perencanaan Pengendallan Petobangunan d l Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedanan 
Penyusunan Rencana Kota ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang 
Pedanan Penyusunan Rencana Kota ; ' 

13. Keputusan Menteri Dalara Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ; 

14. Surat Keputusan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Pekerjaan 
nam Noaor 650 - 1595 dan 503Apts/1985 tentang Uigas - tugas dan 
tanggungjawab Perencanaan Kota 

15. Instruksl ffenterl Dalara Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan 
Ruang Terbuka Hljau d l Wilayah Perkotaan ; 

• 16. Peraturan Daerah Propinsl Daerah Tlngkat I Jawa Hmur Nomor 14 tahun 
1988 tentang Fola Dasar Fcmbangunan Daerah Propinsl Daerah Tlngkat I 
Jawa Timur 1989/1990 - 1993/1994 ; 

17. Instruksl Gubemur Kepala Daerah Tlngkat X Jawa Tlmur Noior 3 tahun 
1990 tentang Penataan dan Pengendallan Tata Ruang Wilayah/Daerah d l 
Jawa Tlraur ; ' 

18. Peraturan Daerah Kabuapaten Daerah Tlngkat I I Pacitan Nomor 1 tahun 
1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Ungkat I I 
Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacitan Nomor 7 tahun 
^ 1988 tentang Penyldik Pegawal Negeri Sl p l l d l Lingkungan Panerlntah 

Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacitan. 
; ' . I 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat 
I I Pacitan, 

M E M U T U S K A N * 
Menetapkan : PERATURAN-DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PAOTAN TOTIANG RENCANA 

DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAHASAN PAIHAI 
TAMPERAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013) 



. KEIENIUAN UMUM: • • 
. Pasal 1 ; . 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan : 
a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan ; .' ' 
2. Pemerintah Daerah, adalah Panerintah Kabt^ten Daerah. Tingkat I I 

Pacitan ; 
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I I Pacitan ; 
d. DEED, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabi^ten Daerah Tingkat 

I I Pacitan ; ' 
e. Instansl Vertikal, adalah Perangkat darl Departanen-departemen atau 

Lembaga-lenbaga Pemerintah bukan Departemen yang manpunyai lingkungan 
kerja d i Daerah Tingkat I I Pacitan } 

f. RIUR Kawasan, adalah Rencana Umm Tata Ruang Kawasan Pantai Tan^eran 
dan Teleng Ria ; " | 

g. RIUR Kawasan, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai 
Tanperan dan Teleng Ria ; . , • 

h. RIR Kawasan, adalah Rencana Tehnik Ruang Kawasan Pantai Tan^eran dan 
Teleng. Ria. . ' ' • [ 

BAB I I 
KEIEKIUAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN 

" RENCANA HHNIK RUANG KAWASAN PANTAI 
Pasal 2 : 

(1) Dengan Peraturan Daerah I n l dirurauskan RDTR Kawasan dan RIR Kawasan 
Pantai Tanperan dan Teleng Ria 20 (dua puliih) tahun ' (1992/1993 -
2012/2013) , dengan materi sebagalraana dltuangkan dalara Lanplran P^ 

. aturan Daerah dan men^kan baglan yang tak terpisahkan ; . . 
(2) RDTR Kawasan dan RIR Kawaasan dimaksud ayat (1) pasal I n l disusun 

dengan slstematika sebagal berikut : 
I 

BAB ; I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 
1.2. Pengertlan RDTR dan RIR. 
1.3. Hijuan Perencanaan. 
1.4. Ruang Lingkup Perencanaan, 



1.4.1. Materi Perencanaan. 
1.4.2. Wilayah Perencanaan. 
1.4.3. Dimensl Waktu Perencanaan. 

1.5. Organlsasi Penyajlan. 

BAB J I : PENGEMBANGAN KAWASAN PANEAI TAMPERAN DAN, TELENG RIA 
DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 
2.1. TUjuan Kebljaksanaan RUIEK dan RDTRK Pacitan. 
2.2. Elmgsl dan Kedudukan Wilayah Perencanaan. ; 
2.3. Kebutuhan Pengembangan Kawasan Pantai Tanperandan 

Teleng Ria. . ' 
2.4. Fengembangan Fantal Tanperandan Teleng Ria Facltan 

BAB I I I : DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RDTR DAN RIR KAWAS 
AN PANTAI TAMPERAN DAN TELENG RU 
3.1. Karakteristik Flslk Internal Wilayah Perencanaan. 

I ' 

• 3.1.1. KondlsliFisik Dasar. 
3.1.2. Kesesualan dan Kemanpuan lahan Untuk Keglat^ 

an. . ' 
3.1.3. Daya Tampung Ruang Pengembangan Keglatan 

Pariwisata. 
3.2; Karakteristik Ekstemal Wilayah Perencanaan. 

3.2.1. Perkanbangan Keglatan Wilayah Sekltar Pan­
t a i Tamperan. 

3.2.2. Pbtensi dan Kendala Pengembangan pada Pan­
t a i Tamperan. 

3.3. Konsep Dasar Pengembangan Tata Ruang Kawasan 
Pantai. , ' 
3.3.1. Konsep Dasar Penganbangan Pantai Tamperan 

dan Teleng Ria. 
3.3.2. Penyusunan Design Krlteria BaglUnsur-tmur. 
3.3.3. Penentuan Elemen-elemen Kepariwisataan. 
3.3.4. Eiubungan Fungsional Antara Elemen. 
3.3.5. Penentuan Kebutuhan Ruang. 
3.3.6. Krlteria Dasar Pengeribangan Unsur-unsur Ke 

glatan. 
; ' 3.3.7. Anallsa Tapak Kawasan Rencana. 

BAB IV : RENCANA DETAIL lATA RUANG KAWASAN PANTAI TAMPERAN DAN 
' TELENG RIA . i 

J 



BAB V 

4.1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan 
4.1.1. Rencana Fenibagian Iki i t Lingkungan. 
4.1.2. Rencana Tatanan Pusat Pelayanan Masyarakat. 
4.1.3. Rencana Tatanan Ferangkutan. 

4.2. Rencana Peruntukan Ruang Kawasan. 
4.2.1. Rencana Kebutuhan Ruang. 
4.2.2. Rencana Tatanan U t i l i t a s , 
4.2.3. Rencana Fengaturan Bangunan. 

RENCANA TEHNIK TAIA RUANG KAWASAN PANTAI" lAMPERAN DAN 
TELENG RU , . : 
5.1. Rencana Tata Letak dan Alokasi Elemen-elemen Kepariwi 

sataan. 
5.2. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisa­

taan. 
5.2.1. Rencana Pengembangan Kepariwisataan. . 
5.2.2, Rencana Pengembangan Prasarana Kepariwisataan. 

BAB VI ABAKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

6.1. Arahan Tahapan Pembangunan. 
6.1.1. Skala Ptioritas. , 
6.1.2. Indlkasl Program Pembanginan. 

• • Pasal 3 
(1) RDTR Kawasan dan RIR Kawasan dimaksud dalara pasal 2 Peraturan Daerah 

i n l adalah merupakan suatu strategls pembangunan dalam kurun waktu 20 -
(dua puluh) tahun ; 

(2) Strategl pembangunan kawasan dimaksud pada ayat (1) pasal I n i nantl-
nya akan ditelaah dan disusun sampai pada pelaksanaannya yang akan d l 
tetapkan kemudlan. 



6 

B A B I I I -
KETENItJAN PIDANA DAN PENYIDIKAN , 

Pasal 4 
(1) Barang slapa melanggar.; ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

i n l diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya, .sebesar Ep. 50.000,00 (lima puluh ribu n ^ i _ 
ah) ; 

(2) Selain tindak pidana-dimaksud pada ayat (1) pasal i n i , ' tindak pidana 
yang menga3d.batkan kenasakan lingkungan hidup diancam hukuran pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal ,5 
(1) Penyidikan terhadap tindak pldarw -Sebagalrana^d pasal 5 

ayat (1) Peraturan Daerah i n i , selain dilakukan oleh Penyldik Uraum, 
dapat dilakukan oleh Penyldik Pegawai Negeri Si p i l d i lingkungan Feme 
rintah Daerah yang per^angkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ; , 

(2) Peryidik Pegawal Negeri S i p i l dimaskud pada ayat (1) pasal i n i mempu-
nyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i • ) • • 
(3) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Daerah i n i dilakukan oleh Penyidlk Umm. 

B A B I V ! - ' 
KETENIUAN PERALIHAN DAN FENUIUP 

Pasal ; 6 , 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i n i , maka i 
a. Segala keglatan yang telah dllaksanakan sebelun berlakunya Peraturan 

Daerah i n i dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah i n i ; 
b* Segala akibat yang timbul sebelun berlakunya Peraturan Daerah I n l akan 

diatur kemudlan oleh kepala Daerah. ; . , 

Pasal 7 ! 
Untiik menghindari terjadinya penyinpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan­
nya, perlu dilakukan evaluasl atau penlnjauan kembali yang dllaksanakan 
pada tahun 1997 dan selanjutnya secara perlodik setlap 5 (lima) tahun ber 
ikutrya, 

Pasal 8 
Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah i n l sepanjangmenge 
tiai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 



^ .4:/ 

Pasal 9 • / 
Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar, setlap orang .mengetahulnya mmerintahkan pengundagan Peraturan Daerah 
i n i dengan penenpataimya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da^ah Tingkat II 
Pacitan. * ' , 

RAKYAT DAERAH 
TINGKAT i l PACIIAN 

Pacitan, 27 p'ebruari 1993 

JPAERAH TINGKAT I I 
T A N 

I T 0 


